
BUPATI PONOROGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR  12 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANLJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang    :    bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   Pasal   23   ayat   (4)
Peraturan     Pemerintah     Nomor     12     Tahun     2019     tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah,   perlu  menetapkan   Peraturan
Da.erah   tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat       :     1.    Pasal   18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.    Undang-Undang      Nomor       12      Tahun       1950      tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam  lingkungan
Propinsi Jawa  Timur  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    1950    Nomor    19,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Nomor   9)   sebagaimana   telah   diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun    1965   tentang
Perubahan   Batas   Wilayah   Kotapraja   Surabaya   &   Dati   11
Surabaya   dengan   mengubah   Undang-undang   Nomor   12
Tahun      1950      tentang      Pembentukan      Daerah-Daerah
Kabupaten   dalam   lingkungan   Propinsi   Jawa   Timur      a
Undang-Undang    16   Tahun    1950    tentang   Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur,   Jawa   Tengah,   Jawa   Barat   dan   DI.   Yogyakarta
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1965  Nomor
19,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor
2730);

3.    Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.    Undang-Undang       Nomor       1       Tahun       2004       tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara        Republik
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Indonesia   Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355 );

5.    Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   66,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.    Undang-Undang      Nomor       12       Tahun       2011       tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-Undangan   (Lembaran
Negara     Republik    Indonesia    Tahun     2011     Nomor     82,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5234)    sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   dengan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan
Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan    Peraturan   Perundangundangan    (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2022     Nomor     143,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6801);

7.    Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014    Nomor   244,    Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana telah  diubah
beberapa  kali,   terakhir  dengan   Undang-Undang   Nomor  6
Tahun    2023    tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2   Tahun  2022   tentang
Cipta   Kerja   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2023    Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8.    Undang-Undang  Nomor   1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   Antara   Pemerintah    Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022
Nomor  4,  Tambahan  lrembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757)  ;

9.    Peraturan   Pemerintah   Nomor    109   Tahun   2000   tentang
Kedudukan   Keuangan   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000
Nomor    210,    Tambahan    Lembaran    Negara         Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005   Nomor   137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4575);

11.Peraturan    Pemerintah    Nomor    5    Tahun    2009    tentang
Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2009   Nomor    18,   Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4972),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    1    Tahun    2018    tentang
Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   5
Tahun   2009   Tentang   Bantuan   Keuangan   Kepada   Partai
Politik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018
Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6177) ;
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12. Peraturan    Pemerintah    Nomor    71    Tahun    2010    tentang
Standar     Akuntansi     Pemerintahan     (Lembaran     Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Tahun  2016
Nomor  114,  Tambahan  Lmbaran  Negara Republik Indonesia
Nomor  1887)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 72  Tahun  2019  tentang  Perubahan Atas
Peraturan    Pemerintah    Nomor    18   Tahun    2016    tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Tahun  2019
Nomor  187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

14. Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan  Irembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6041) ;

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2017   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan    Pemerintah    Nomor    13    Tahun   2019    Tentang
Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor
52,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor
6323);

18. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   62   Tahun   2017
tentang   Pengelompokan   Kemampuan   Keuangan   Daerah,
serta      Pelaksanaan      da.n      Pertanggungjawaban      Dana
Operasional  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  1067);

19. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   36   Tahun   2018
tentang   Tata   Cara   Penghitungan,    Penganggaran   Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Da.erah,    dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,      Penyaluran,      dan      Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan Bantuan  Keuangan Partai
Politik sebagaimana te.1ah diubah dengan  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   36   Tahun   2018
tentang   Tata   Cara   Penghitungan,    Penganggaran   Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,      Penyaluran,      dan      Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor
70 Tahun 2019 tentang Sistem Inforlnasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  1114);
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21. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor
90    Tahun     2019    tentang    Klasifikasi,     Kodefikasi,     Dan
Nomenklatur   Perencanaan   Pembangunan   Dan   Keuangan
Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2019
Nomor  1447);

22. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   39   Tahun   2020
tentang Pengutamaan,  Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan   Tertentu,   Perubahan   Alokasi,   dan   Penggunaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah       sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri Nomor 39  Tahun 2020  tentang Pengutamaan,
Penggunaa.n   Alokasi   Anggaran   untuk   Kegiatan   Tertentu,
Perubahan  Alokasi,  dan  Penggunaan  Anggaran  Pendapatan
dan   Belanja   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2021  Nomor 910);

23. Peraturan    Menteri    Dalam  Negeri    Nomor  77  Tahun  2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  1781);

24. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   9   Tahun   2021
tentang  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah
tentang    Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Daerah,
Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Perubahan  Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   Rancangan   Peraturan
Kepala  Daerah   tentang  Penjabaran  Anggaran   Pendapatan
dan   Belanja   Daerah,   dan   Rancangan   Peraturan   Kepala
Daerah       tentang       Penjabaran       Perubahan      Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2021  Nomor 431);

25. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   15   Tahun   2023
tentang  Pedoman   Penyusunan  Anggaran   Pendapatan  dan
Belanja    Daerah    Tahun    Anggaran    2024    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah   (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Ponorogo   Tahun   2023   Nomor   9,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan
BUPATI  PONOROGO,

MEMUTUSIIAN  :

Menetapkan      :  PERATURAN    DAERAH    KABUPATEN    PONOROGO    TENTANG
ANGGARAN    PENDAPATAN    DAN    BELANJA    DAERAH    TAHUN
ANGGARAN  2024.
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Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.    Bupati adalah Bupati Ponorogo.

2.    Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4.   Peraturan  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Perda  adalah  Peraturan  Daerah

Kabupaten Ponorogo.

5.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6.   Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7.   Belanja  Daerah  adalah  semua  kewajiban  Pemerintah  Daerah  yang  diakui
sebagai  pengurang  nilai  kekayaan   bersih  dalam  periode   tahun   anggaran
berkenaan.

8.   Pembiayaan adalah  setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran   yang   akan   diterima   kembali,   baik   pada   tahun   anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :
a.    Pendapatan   Daerah  Rp 2.358.549.827.016,00

b.   Belanja Daerah            R 2.350.813.697.loo,00

Surplus
c.    Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan               Rp         40.578.853.484,00

2. Pengeluaran             R 48.314.983.400

Pembiayaan Netto

(-)
Rp         7.736.129.916,00

(-)

Rp       (7.736.129.916,00)

Sisa Lebih Pembiayaan  Anggaran tahun Berkenaan :   Rp. 0,00
HiE

Pasal 3
Pendapatan      Daerah      Tahun      Anggaran      2024      direncanakan      sebesar
Rp.  2.358.549.827.016,00 yang bersumber dari :

a.   Pendapatan asli daerah;
b.  Pendapatan transfer;
c.   Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan   asli   daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   huruf  a
direncanakan sebesar Rp. 351.589.921.516,00 yang terdiri atas:

a.   Pajak daerah;
b.  Retribusi daerah;
c.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
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d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan
sebesar Rp.113.739.615.000,00.

(3) Retribusi daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b direncanakan
sebesar Rp.  230.259.366.793,00.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.  2.440.939.723,00.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.150.000.000,00.

Pasal 5

(1) Pendapatan    transfer    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    3    huruf   b
direncanakan sebesar Rp. 2.006.959.905.500,00 yang terdiri atas:

a.  Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.  Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan  transfer  pemerintah  pusat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.1.827.848.990.000,00.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.179.110.915.500,00.

Pasal 6
Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  3
huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 7
B e lanj a        D aerah        Tahun        Anggaran        2 0 2 4        direncanakan        se b e sar
Rp.  2.350.813.697.loo,00 yang terdiri atas:

a.   Belanja operasional;
b.  Belanja modal;
c.   Belanja tidak terduga; dan
d.  Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja     operasional     sebagaimana     dimaksud     dalam   Pasal   7   huruf  a
direncanakan sebesar Rp.1.683.146.162.938,00 yang terdiri atas:

a.   Belanja pegawai;
b.  Belanja barang dan jasa;
c.   Belanja bunga;
d.  Belanja subsidi;
e.   Belanja hibah; dan
f.    Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja  pegawai  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf a direncanakan
sebesar Rp.1.073.530.515.154,00.

(3) Belanja   barang   dan  jasa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  b
direncanakan sebesar Rp.  480.311.179.983,00.
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(4) Belanja  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  direncanakan
sebesar Rp.  7.113.301.901,00.

(5) Belanja  hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e  direncanakan
sebesar Rp.  113.330.905.900,00.

(6) Belanja   bantuan   sosial   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   f
direncanakan sebesar Rp. 8.860.260.000,00.

Pasal 9

(1) Belanja  modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf b  direncanakan
sebesar Rp.  226.570.889.212,00 yang terdiri atas:

a.   Belanja modal tanah;
b.  Belanja modal peralatan dan mesin;
c.   Belanja modal gedung dan bangunan;
d.  Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.   Belanja modal aset tetap lainnya;
f.    Belanja modal aset lainnya;

(2)Belanja    modal    tanah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a
direncanakan sebesar Rp. 885.400.000,00.

(3) Belanja  modal  peralatan  dan  mesin  sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.803.989.957,00.

(4) Belanja  modal  gedung  dan  bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.055.066.305.00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.779.012.950,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.  10.022.420.000,00.

(7) Belanja  modal  aset  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  f
direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00.

Pasal  10

Belanja    tidak    terduga    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    7    huruf   c
direncanakan sebesar Rp.  5.000.000.000,00.

Pasal  1 1

( 1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan
sebesar Rp. 436.096.644.950,00 yang terdiri atas :

a.  Belanja bagi hasil; dan
b.  Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 0,00

(3) Belanja  bantuan  keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b
direncanakan sebesar Rp. 436.096.644.950,00.

Pasal  12

Pembiayaan    Daerah   Tahun   Anggaran    2024    direncanakan    sebesar   minus
Rp.  7.736.129.916,00 yang terdiri atas :
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a.   Penerimaan pembia.yaan; dan
b.  Pengeluaran pembiayaan.

Pasal  13

(1) Penerimaan   pembiayaan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   12   huruf  a
direncanakan sebesar Rp. 40.578.853.484,00 yang terdiri atas :
a.   Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b.  Pencairan dana cadangan;
c.   Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

(2) Sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  anggaran  sebelumnya  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.278.853.484,00.

(3) Pencairan  dana  cadangan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   huruf  b
direncanakan sebesar Rp.  0,00.

(4) Penerimaan   kembali   pemberian   pinjaman   daerah   sebagaimana   dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00

Pasal  14

(1) Pengeluaran  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   12   huruf  b
direncanakan sebesar Rp. 48.314.983.400,00 yang terdiri atas :

a.  Pembentulran dana cadangan;
b.  Penyertaan modal daerah
c.   Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
d.  Pengeluaran   pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan

perundang-undangan.
(2) Pembentukan  dana  cadangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a

direncanakan sebesar sebesar Rp. 0,00.

(3) Penyertaan   modal   daerah   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   huruf  b
direncanakan sebesar sebesar Rp. 0,00.

(4) Pembayaran  cicilan  pokok  utang  yang jatuh  tempo  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 48.314.983.400,00.

(5) Pengeluaran    pembiayaan    lainnya    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    d
direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal  15

(1) Selisih  antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
me ngakibatkan           terj adinya           Su xpfus           direncanakan           sebe sar
Rp.  7.736.129.916,00.

(2) Pembiayaan  netto yang  merupakan  selisih  penerimaan  pembiayaan  terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar minus Rp. 7.736.129.916,00.

Pasal  16

(1) Pemerintah   Daerah   mengusulkan   pengeluaran   untuk   mendanai   keadaan
darurat  termasuk  keperluan  mendesak  serta  pengembalian  atas  kelebihan
pembayaran  atas  Penerimaan  Daerah  tahun-tahun  sebelumnya,  yang  belum
tersedia   anggarannya,   melalui   Belanja   Tidak   terduga   dalam   rancangan
perubahan APBD.
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(2) Dalam   hal   pengeluaran   untuk   mendanai   keadaan   darurat   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  setelah  perubahan  APBD  atau  dalam  hal
Pemerintah  Daerah  tidak  melakukan  perubahan  APBD  maka  pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.   bencana alam,  bencana non-alam,  bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;
b.   pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.    kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.

(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.   kebutuhan   daerah   dalam   rangka   Pelayanan   Dasar   masyarakat  yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.   Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.    Pengeluaran  Daerah  yang  berada  diluar  kendali  Pemerintah  Daerah  dan

tidak    dapat    diprediksikan     sebelumnya,     serta    amanat    peraturan
perundang-undangan; dan / atau

d.   Pengeluaran  Daerah  lainnya  yang  apabila  ditunda  akan  menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal  17

Uraian   lebih  lanjut  Anggaran   Pendapatan  dan   Belanja  Daerah   sebagaimana
dimaksud  dalam  pasal  2,  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo ini terdiri dari :
1.   Lampiran I           Ringkasan  APBD  yang  Diklasirikasi  Menurut  Kelompok  dan

LJenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.   Lampiran Il          Ringkasan    APBD    yang    Diklasifikasi     Menurut    Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.   Lampiran Ill         Rincian    APBD    menurut    Urusan    Pemerintahan    Daerah,

Organisasi,     Program,     Kegiatan,     Sub     Kegiatan,     akun
Kelompok, Jenis Pendapa.tan, Belanja, dan Pembiayaan;

4.   Lampiran Iv        Rekapitulasi    Belanja    dan    Kesesuaian    Menurut    Urusan
Pemerintahan   Daerah,   Organisasi,   Program,   Kegiatan  dan
Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;

5.   Lampiranv         Rekapitulasi    Belanja    Daerah    Untuk    Keselarasan    dan
Keterpaduan  Urusan  Pemerintah  Daerah  dan  Fungsi  Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6.   Lampiran vI        Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
7.   LampiranvII       Sinkronisasi    Program    pada    RPJMD    dengan    Rancangan

APBD;

8.   LampiranvIII      Sinkronisasi      Program,       Kegiatan      dan      Sub  Kegiatan
pada   RKPD    dan    PPAS    dengan RancanganAPBD;

9.    Lampiran IX        Sikronisasi Program  Prioritas  Nasional dan  Prioritas  Provinsi
dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X

1 1 . Lampiran XI

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
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12. Lampiran XII

13. Lanpiran XIII

14. Lampiran XIV

15. Lanpiran XV
16. Lampiran XVI

Daftar   Penyertaan   Modal   Daerah   dan   lnvestasi   Daerah
Lainnya;

Daftar  Perkiraan  Penambahan  dan  Pengurangan  Aset  tetap
Daerah dan aset-Aset Lain-Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (mu!£{ gears);
Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal  18

Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal  19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar   setiap   orang  mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Ponorogo

pada  tanggal     2 9   DEC   2o23

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal  2`-\2.-&cet

PROVINSI LJAWA TIMUR  :  278-12/2023


